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Menimbang

Mengingat
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1.

to

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Bahwa untuk membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan
kegiatan dan serah terima pekerjaan, perlu dibentuk Tim Teknis;

Bahwa Tim yang dibentuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk
melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan dan
persiapan serah terima pekerjaan;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas maka perlu
dikeluarkan surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Percmpuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pemtentukan Daerah
Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan L aerah Propinsi Sumatera Tcngah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) scbagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Sarolangun-Bangko dan Daerah
Tingknt Il Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumuera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negarn Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 2§ Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambehan Lembaran Negara
Republik Indoresia Nomor 385 1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Ncgara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286)



0.

10.

11,

14,

Undang-Unc'ung Nomor | Tuhun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negarn Republik Indonesla ‘I'ahun 2004 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negura Republik Indonesin Nomor 4355);

Undung-Undung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antar Pemerinwh Pusat dun Pemerintwhun Dacrah  (Lembaran Negaro
Republik [ndonesin Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 1.embaran Negara
Republik Indonesin Nomor 4438);

Unding-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah
(Lemburan Negara Republih Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebugaimana telah
beberapakali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubuhun Kedun Atas Undang-Undang Nomor 23 Tuhun 2014 tentany
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2015
Nomor 58, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2019 Nomor 42.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun2018 Tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peruturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Angguran Pendapatan Belanja Dacrah Kuabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2022:

Peraturan Bupali Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan  Organisasi, Tugss dan Fungsi, serta Taw Kerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
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Keputuean Rupatl Pesisir Selatan Nomor Y00/16 /KptaMP1.PA720T) tentang
Fenctapan  Pengguna  Angaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dendshara
Pengeluatan dan Bendaharn Pembanty Pada  Dinat Saslal, Pemterdayaan
Ferempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2027,

Surat Kepala Dinas Peketjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor: 600/682/1'UTRPS/VI2022 Tanggal 21 Juni 2022 Perihal
Pengitiman Petugas DED, Pengawis Lapangan, dan Tenaga Teknis pada
Dinns Sosial, Pemberdayann Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Pesisie Selptan Tahun Anggaran 2022,
(

MEMUTUSKAN

Menunjuk saudara Nindy Nahwiyah, S.T sehogai Tenoga Teknis lingkup Dinas

Sosial, Pembendayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kahupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran 2022,

enaga Teknis bertugas dan bertanggung jawab dalum hal sehagoi berikut:

.

B
-

o

Memeriksa kuantitos dan hualitas hasil pekerjoan di lapangan,

Mecluksanakan pemeriksnan  sccara visual terhadup hasil pekerjaan pada
beberapa titik yang dapat dilihat, diukur dan / atau diuji;

Membuat daftar kekurangan, kerusakan dan/atou cacat pudu hasil pekerjaan dan
melaporkan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan
bersangkutan;

Memberikan rekomendasi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka proses serabi

terima pekerjaan antar. penyedia dengan Kuasa Pengguna Anggaran;

Mesa tugas Tenaga Teknis dinyatakan berakhir sctelah pelaksanaan pemerikszan

hasil pekerjaan selesai

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada

kegiatan bersangkutan Tahun Anggaran 2022

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya,

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 24 Juni 2022
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